
1 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  14  TAHUN  2011 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI   BANYUWANGI, 

Menimbang :   a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk 

memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab; 

b.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di 

bidang Retribusi daerah dan di Kabupaten Banyuwangi perlu 

diganti. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 

2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 

4389); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5073);  

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025); 

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan 

Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3638); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3258); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3527); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu 

Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

3529); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

100, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

4230); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor  4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor  5161); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011. 

29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan; 

31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana 

telah diubah dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: 

PER.12/MEN/2009. 

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau 

Jasa; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah; 

34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 

tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol; 

35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan 

Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan 

Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

36. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol; 

37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan 

Umum. 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 

4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran 

Daerah Tahun 1988 Nomor 3/C). 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman 

Beralkhohol (Lembaran Daerah Kabupataen Banyuwangi Tahun 

2007 Nomor 7/E). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi; 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD 

Kabupaten Banyuwangi 

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 

6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi; 

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Banyuwangi yang membidangi; 

8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada 

Dinas Pendapatan; 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik 

negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

10. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

dari Pemerintah Kabupaten  kepada orang pribadi dan atau Badan. 


